SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVIN SI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
. 'NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG '

| PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

. DENGAN R‘AAHMA'IV‘ TUHAN YANG MAHA ESA.

. 'Menimbang _ :

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah i .

i _Kabupaten Karanganyar Nomor - 1 - Tahun 2011 tentang

‘.Penyelenggaraan Adm1mstras1 Kependudukan, sebagalmana telah

L 'dlubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
o Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas . B
'Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ‘perlu

i Mengmgat o

o _" 2 | Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adn’nmstram

: menetapkan Peraturan Bupatx tentang Petunjuk Pelaksanaan ’

o .Penyelenggaraan Admlnlstra51 Kependudukan

- 1. AUndang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan‘ !
. Daerah- daerah Kabupaten dalam ngkungan Prov1n31 Jawa_

| Tengah

. .:Kependudukan (Lernbaran Negara Repubhk Indonesxa“;- '
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
“IRepubhk Indonesxa Nomor 4674) sebagaxmana telah dmbah .

'dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tehun 2013 tentang

 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23- Tahun 2006
 tentang Admlnlstra31 Kependudukan (Lembaran Negara
",’Repubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan ‘

| Lembaran Negara Republlk Indones1a Nomor 5475)

N
‘o



Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
'Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana_ diubah bebei*apa kal‘i terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- Perubahan - Kedua - atas Undang Undang  Nomor 23
: HYTahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara

Repubhk Indone31a Tahun 2015 Nomor 858, ’I‘ambahan
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ‘tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Admlmstram Kependudukan (Lembaran Negara Repubhk
" Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, ‘Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘Nomor 4736), sebagaimana telah
‘ \d‘iubah dengan Peraturan Pe'mer.intah NomothZTeihUn 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Ur':;dabng-'Undarig Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, ’I‘ambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4736);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun. 2018 tentang»

"Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
‘Pencatatan Slpll ’ , '
v. * Peraturan Daerah Kabupatcn Karanganyar Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi
, Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
" Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa

- Kali terakhlr dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2011‘ tehtang }Periyelepggaraan, A'd'r‘ninistrasi
| Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
~Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 58);-



' Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATUR.AN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

© BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

1.

2.

3.

- 10,

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
Bupat1 adalah Bupati Karanganyar o

Pemerintah Daerah adalah -Bupati sebagai unsur

' penyelenggara : .Pemerintahan Daerah | yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerlntahan yang menjadi kew enangan v

Daerah otonom.

Dinas Kependudukan: dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya

disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk,

pencatatan atas pélaporan peristiwa Kependudukan dan

' pendataan penduduk rentan ‘Administrasi Kependudukan,
- serta penerbltan Dokumen Kependudukan berupa kartu -

identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan Slp1l adalah pencatatan Per1st1wa Pentmg yang

'd1a1arn1 seseorang dalam ‘register pencatatan sipil pada
-D1sdukcap11 . o
. Penduduk adalah WNI dan Orang Asmg yang bertempat

tinggal di Indonesia.
Warga Negara Indone81a yang selanjutnya dlsmgkat ‘WNI
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan Qrang-orang

bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai

- WNIL

Orang Asmg adalah orang yang bukan WNI
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya dlsmgkat NIK

~ adalah nomor 1dent1tas Penduduk yang bersifat unik atau

khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar

sebagau Penduduk Indonesia.



1L

12,

13,

14,

- 15.

16.

17.

18.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan
dan hubungan dalam keluarga serta 1dent1tas anggota
keluarga v .

Kartu Tanda Penduduk Elektromk yang selan_]utnya dzsmgkat
KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang

merupakan 1dent1tas resmi penduduk sebagal bukti diri yang

vdlterbltkan oleh perangkat daerah yang memb1dang1

Kartu Identltas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah
identitas resmi anak sebagai bukt1 diri anak yang berusia
kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum memkah yang
d1terb1tkan oleh Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten /Kota atau Unit Pelaksana Teknis.

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang d1ke1uarkan

oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara perserikatan

' bangsa—bangsa atau organisasi 1nterna31onal lainnya untuk

melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas

pemegangnya

Dokumen Perjalanan Republik Indonesxa adalah paspor

Republlk Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor
Republik Indonesia. o } ’ » |
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat - SIAK vadaléh sistérn informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasuhtam | pengelolaan informasi ~ administrasi
kependudukan di  tingkat Penyelenggara dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Slpll sebaga1 satu kesatuan..

‘Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.
Perwakllan Republik Indonesm adaiah kedutaan besar

Repubhk Indone31a ‘Konsulat Jenderal Republik Indonesia,

‘dan Konsulat Repubhk Indone31a



: BAB m
v PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Baglan Kesatu

Persyaratan Pendaftaran Penduduk

~ Paragral 1 a

Umum

Pasal 2
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk terd1r1 atas
a. pencatatan. bxodata penduduk
penerbitan KK,‘ ,
penerbitan KTP-el;
penerbxtan KIA;

o 2 0 o

~ Pendaftaran dan penerbltan surat keterangan kependudukan,
dan . } ,
f. pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

' Paragraf 2

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3 | |
Pencatatan bxodata penduduk sebagalmana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a, dllakukan terhadap: ' "
a. WNIdi wﬂayah Daerah;
b. WNIyang datang darl luar w1layah Daerah dan
C. Orang Asmg yang memiliki - izin tmggal terbatas dan Orang

~ Asing yang memiliki i 121n tmggal tetap.

| o | Pasal 4 . | o
Dlsdukcapll melakukan pencatatan biodata penduduk WNI di
w1layah Daerah sebagaxmana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
setelah Penduduk melakukan pelaporan de_ngan memenuhi
persyaratan sebagal berikut: o )

a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga



(1)

(2)

,.(1)

"'(2)

dokumen atau bukt1 perlstlwa kependudukan dan perlstlwa

- penting; dan

- bukti pendldlkan terakhlr

o Pasal 5
Dlsdukcapll melakukan pencatatan blodata penduduk WNI

: yang datang darl luar w11ayah Daerah sebagalmana dlmaksud |

dalam - Pasal 3 huruf b, karena pindah setelah yang

bersangkutan ‘melakukan A pelaporan dengan » memenuh1

- persyaratan sebagai berikut:

] a. surat keterangan pmdah WNI dari Negara asal

b. KTP-el; dan
c. bagi penduduk WNI yang datang darl luar w11ayah Repubhk
 Indonesia, dengan melampirkan :

1. Dokumen Perjalanan Repubhk Indonesxa dan .

2. Surat keterangan pmdah dari Perwakllan Repubhk

Indone31a R

Pelaporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlkecuallkan
bagi WNI yang sudah mem111k1 NIK '

. Pasal 6 L B |
D1sdukcap11 melakukan Pencatatan b1odata Penduduk Orang
Asing yang memiliki izin tinggal tetap, set}elah‘ yang

bersangkutén i melakukan pelaporan dengan memenuhi

, persyaratan sebagai berikut: .
" a. Dokumen Perjalanan, dan

b. kartu izin tmggal terbatas atau 1z1n tmggal tetap. -

Disdukcapil melakukan Pencatatan b1odata Penduduk Orang

Asing yang memiliki izin tmggal terbatas yang berubah status

'menjadl _izin tmggal tetap setelah yang bersangkutan

melakukan pelaporan dengan memenuh1 persyaratan, sebagal

| berlkut

a. Dokumen P(,I'J alanan

b. surat keterangan tempat tmggal dan

. kartu izin tmggal tetap



| Pasal 7

_ Apabila telah dilakukan Pencatatan biodata Pehduduk
| }sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 sampa1 dengan Pasal 6,
. D1sdukcap11 menerbxtkan blodata Penduduk

Paragrélf 3

Penerbitan Kartu ‘Ke!uafga

v ‘ Pasal 8 .
(1) Penerbltan KK bagi penduduk WNI atau penduduk Orang

Asmg sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdm
atas: \

a. penerbitan KK baruy; _
~b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
C. penevrbitan KK karéna hilang 'étau msak;" ,
(2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud péda' ayat (1)
merupakan: o | |
a. Penduduk Orang Asmg yang rnem1hk1 izin tinggal tetap, " ‘
b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh
| kewarganegaraan Repubhk Indone31a dan -
c. Penduduk  Orang Asmg,; yang memlllkx "~ anak
bgérkéwa'rgahegaraan ‘ganda yang telah | memilih

kewarganegaraan Republik Indonesia.

- Pasal9 : ‘ v B
(1) Penerbitan KK baru _ii:ntuk Penduduk WNI harus memenuhi
' persyaratan sebagai berikut:

~a. buku mkah/ kutlpan akta perkawman atau kutlpan akta

’ perceralan, ) ' o ’

b. surat keterangan pmdah/ surat keterangan pmdah datang
bag1 penduduk yang pindah dalam w11ayah Negara
Kesatuan Republik Indonesxa ,

- C. surat keterangan pmdah luar negéri yang diterbitkan oleh

| Disdukcapil Kabupaten/ Kota bagi WNI yang datang dari
luar wilayah Negara Kesatuan Repubhk Indonesia;

~d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk

Rentan Administrasi Kepéndudukan; dan



(2)

Petlkan Keputusan Presxden tentang pewarganegaraan dan‘
berlta acara pengucapan sumpah atau pernyataan Janjl
setia bag1 penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan
-}asmg atau Petlkan - Keputusan Menteri  yang
’ menyelenggarakan urusan Pemermtahan di bldang hukum
tentang perubahan status kew arganegaraan,
Penerbitan KK baru untuk penduduk Orang Asmg harus :
memenuhi persyaratan, sebagai berikut: |

a. izin tinggal tetap; -

“b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atéukutipan akta

perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan

C. 'surat keterangan plndah bag1 penduduk yang pmdah,

, 'dalarn w1layah Negara Kesatuan Repubhk Indonesm

Pasal 10

Penerb1tan KK karena perubahan data bag1 penduduk WNI atau .

penduduk O_rang Asmg harus memenuh1 persyaratan, sebagai

berikut:

a. KK Iama dan

b. surat keterangan/ bukt1 perubahan per1st1wa kependudukan,
dan peristiwa penting.

- Pasal 11

(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI v
harus memenuh1 persyaratan, sebagax berikut: )
‘a. ‘surat keterangan hllang dar1 Kepohslan atau KK yang

rusak; dan : ' '

b. KTP-el. |

(2) Penerbltan KK karena hxlang atau rusak bagi Penduduk'

Orang Asmg harus memenuh1 persyaratan sebagai berlkut

a.. surat keterangan hllang dari Kep01131an atau KK yang
rusak; ,

b. kartu izin tinggal tetap; dan

c. KTP-el. -



Penerbltan KTP el sebagaimana d1maksud dalam Pasal 2 huruf c, ,

Paragraf 4
. Penerbltan Kartu Tanda Pcnduduk Elektromk

Pasal 12 .

bagi Penduduk WNI atau Penducluk Orang Asing terdiri atas

a,

b
c.
d

o

penerbitan KTP-¢l baru:
penerbitan KTP-el karena pindah datang;

penerbitan KTP-el karena ‘perubahan data;

penerb1tan KTP-el karena perpanjangan bag1 Penduduk Orang-

Asing yang memiliki izin tinggal tetap; _
penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak dan

penerbltan KTP-el di Iuar dOmlSlll v

Pasal 13

: Penerbltan KTP~e1 baru bagl Penduduk WNI harus memenuhx

persyaratan, sebagau berikut:

a.

b

- Penerbitan KTP-¢l baru bagi Penduduk" Orang Asing yang memiliki

Telah berusia 17 (tUJuh belas) tahun sudah kawin, atau

pernah kawm, dan
KK.

- Pasal 14

1zm tmggal tetap harus memenuh; pcrsyaratan sebagal berikut:

a.

(1)

telah berusia 17 (tUJuh belas) tahun sudah kawin, atau pernah‘

kawxn,
KK;
Dokumen Perquanan; ‘dan

kartu izin tinggal tetap.

" Pasal 15

Penerb1tan KTP-el karena pmdah datang bagl Penduduk WNI

dalam w11ayah Negara Kesatuan Repubhk Indone31a harus

memenuhx persyaratan sebaga1 berikut: ’ o

a. surat keterangan pindah dam Dlsdukcapll Kabupaten /Kota
atau UPT. Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan

b. KK.

e



; ( ) Penerbxtan KTP—el karena pmdah datang bag1 Penduduk WNI o

yang datang darl luar wﬂayah Negara Kesatuan Repubhkvff”f“» |

, Indonema harus memenuhl persyaratan sebagal berlkut
L [ a Surat keterangan pmdah dar1 Perwakllan Repubhk
o | Indonesza dan '

I o Pasal 16
SR vPenerb1tan K’I‘P el karena pmdah datang bag1 Penduduk Orang ——

f::A51ng yang mem111k1 1zm tmggal tetap harus melamp1rkan surat‘. o

ey . keterangan pmdah

o § T ,’ Pasal 17

| Penerbltan KTP—eI karena perubahan data bagl Penduduk WNI atau o

‘Penduduk Orang Asmg yang memxhk 1z1n tmggal tetap, harus )
memenm persyaratan sebagal berlkut | ' ' '
| KTPellama;

‘_.,.»kartu 1zm tlnggal tetap, dan N S

R dan per1st1wa pentmg R

Pasal 18

surat keterangan/ bukt1 perubahan perlstxwa kependudukanv‘

Penerbltan K’I‘P el karena perpanjangan bag1 Penduduk Orang

: ‘Asmg yang memlhk izin tmggal tetap, harus memenuh1 persyaratan : .

B Sebagal berlkut
} "'b'.":_f;KTP el lama; BT
c. Dokumen Perjalanan dan
d

kartu 1zm tmggal tetap

Pasal 19

; Penerb1tan KTP el karena hllang atau rusak bag1 Penduduk WNI |

, | ~atau Penduduk Orang Asmg yang memlhkz 1z1n t1ngga1 tetap, harus ‘-
L memenu1 persyaratan sebaga1 berlkut _ ' ’
a. surat keterangan hllang dar1 Kepol131an

L b KTP el yang rusak



1

CKK;

Dokumen Per_;alanan Repubhk Indonesm atau Dokumen .
Per_]alanan dan ' ' -

kartu izin tmggal tetab

Pasal 20

- Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dlsdukcapll di luar

domisili dapat dllakukan dengan memenuh1 persyaratan sebaga1 o
berikut: | ) | -

i a.
b.

"

@)

tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan

KK.

Paragraf 5

' 'Pénerbitvavri Kartu Identitas Anak

Pasal 2 1

Pemermtah menerbltkan KIA sebagalmana dlrnaksud dalam

vPasal 2 huruf d, bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang

Asmg yang memiliki izin tmggal tetap yang berumur kurang
dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

Penerbitan KIA sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan
oleh Disdukcapil. ‘ . '

Paragraf 6

Pendaftaran Penst1wa Kependudukan |

o -~ Pasal22

| Pendaftaran peristiwa 'kependudukén sebagaimana = dimaksud

dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

’ a .

.pendaftardn perpmdahan Penduduk ~WNI - dalam w11ayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransng,ram,
Pendaftaran pmdah datang Penduduk Orang Asmg dalam
wﬂayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan ’
Pendaftaran‘perpmdahan Penduduk WNI_ dan Penduduk Orang

Asing yang melakuan pindah datang antar Negara.



R d1maksud pada ayat (1) dllakukan oleh Dlsdukcapﬂ dengan"-"v'

o

,,"fff”}Negara Kesatuan Repubhk Indonema dllakukan dengan: .

Pasal 23

;Pendaftaran perpmdahan Penduduk WNI dalarn \mlayah" .

B penerbltan surat keterangan pmdah yang dldasarkan pada':"f-f
k1a31ﬁka31 perpmdahan Penduduk ' '
@

‘o f}’pada ayat (1), terdm atas

Klasxﬁkam perpmdahan Penduduk sebagalmana dlmaksud‘

dalam 1 (satu) desa/ kelurahan, o

. 'antar desa/ kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan

a
b

c. ‘antar kecamatan dalam 1 (satu kabupaten / kota
L
e

. _v_bantar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) prov1n51 dan f o |

. vantar prov1n51 o

" Penerbltan surat keterangan pmdah WNI sebagaumana“

. melamplrkan KK
@ -
@) d1gunakan sebaga1 dasar proses perubahan KK baglf,

Surat keterangan pmdah sebagalmana dlmaksud pada ayat‘

o }'T‘kepala/ anggota keluarga yang t1dak pmdah

: c (3} digunakan sebagal dasar penerbltan KK KIA atau KTP- el» g .

Surat Keterangan pindah sebagalmana dlmaksud pada ayat‘f |

}dengan alamat baru

Pasal 24

"'vf.v'PendaftaI'an bag1 penduduk yang akan bertransmlgrasxbl

| .berdasarkan k1a51ﬁkas1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 23

ayat (2) harus memenuh1 persyaratan sebaga1 ber:kut
Ca KK | o |

b kartu selek31 calon transmlgran dan

e c surat pemberltahuan pemberangkatan
o 2

Negara Kesatuan Repubhk Indone31a untuk menetap, harus:‘f’f

Pendaftaran bag1 penduduk WNI yang plndah ke luar w11ayah o

| vmemenuhl persyaratan sebagal berlkut

Ca KK dan f :

_b KTP-eI _ : . , L
Pendaftaran perpmdahan Penduduk WNI yang pmdah ke luar

»-:"'imlayah Negara Kesatuan Repubhk Indonema dlgunakan

o ?'sebagal dasar penerbltan Surat keterangan pmdah luar negen



.
T
e
-3
3
£

Pendaftaran bagl WNI Yang datang dar1 luar WIIaYah Negara o )
Kesatuan Repubhk Indone31a untuk menetap d1 Indones1a e

r‘j',harus memenuhz persyaratan sebagau berlkut

| :a Dokumen Per_]alanan Republlk Indonesm dan

('5)'.:‘

o }jb.‘ surat keterangan p1ndah luar negerl dan stdukcapu

Kabupaten/ Kota atau surat keterangan pmdah darlfvib-‘

| Perwakﬂan Repubhk IndoneS1a

. Pendaftaran bag1 Orang Asmg yang datang dan luar Wllayah o
Negara Kesatuan Repubhk Indonesm dengan 1zm tmggal‘ e

5 Fterbatas harus memenuh1 persyaratan sebagal berxkut

a Dokumen Per_]alanan dan

_’v1zm tlnggal tetap yang akan pmdah ke luar wﬂayah Negara:- R

»"vv_}vb kartu 1zm t1ngga1 terbatas o

(6) Pendaftaran bagl Orang Asmg dengan izin tmggal terbatas dan

L g}Kesatuan Repubhk Indonesm harus memenuhx persyaratan'_;:{

sebagal benkut

. a KKjdan e

b KTP-el; atau |

‘c. surat keterangan tempat tmggal | | - |
.:»pendaftaran perpmdahan bag1 WNI yang tlnggal clz Iuar WllaYah':f |
; Negara Kesatuan Repubhk Indonesxa pmdah ke Negara lalnnya R
‘vharus memenuh1 persyaratan sebagal berxkut o ‘

a.f} surat keterangan pmdah clarl Perwakﬂan Repubhk, L

Indonesua d1 Negara asal dan

b Dokumen Perjalanan Repubhk Indonema

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Adm1n1stra31 Kependudukan B B

Pasal 25

:'Dlsdukcapll melakukan pendataan Pénduduk "Rvéntar'i.:‘_

: }Admxmstra& Kependudukan sebagalmana dlmaksud dalam o

‘Pasal 2 huruf f mehputl

a Penduduk korban bencana alam,v ;:._ B

. "Penduduk korban bencana SOSlal . SRR

b
~ c. orang terlantar, dan E
d

1. komumtas t_erpencﬂ. <R



: ._.v_v/"'dllakukan oleh D1sdukcap11 setelah mendapat laporan dari

(2) Has:l pendataan penduduk rén'tan Adm1n1stra31 o
Kependudukan dzgunakan sebagal dasar penerbltan surat
B keterangan ' kependudukan untuk Penduduk Rentan'ﬂ

| vAdm1mstras1 Kependudukan

Pendataan Penduduk Rentan Adrmmstram Kependudukan" o

‘?ﬂkeluarga/RT/RW dar1 penduduk yang besangkutan dengan )

- .:’f:melamplrkan KK atau Surat Keterangan Dom1s1h dar1 Kepala ce

Desa/ Lurah

— W';“-,.H;

b3 vq-ﬂ o a0 T 95.

- :“Pencatatan' Slpll .:jf ‘

Paragraf 1

Umum L

Pasal 26

Pelayanan Pencatatan Slp11 terd1r1 atas n ;'_ o
', .kelahlran ‘ - AR

lahir matl R

'perkawx nan v i
"‘.’pembatalan perkawman SRR

o jpercera1an

3 kematian;

E ;pengangkafan anak

' pengakuan anak

. v-pengesahan anak

o perubahan nama B R
perubahan status kewarganegaraan o
;perlsuwa pentlng lamnya '
pembetulan akta dan

. pembatalan akta FERTC RTINS

Pasal 2'7

. :Pelayanan Pencatatan Slpﬂ sebaganrnana d1maksud dalam
';:Pasal 26 dlberlkan kepada ' '

‘a. WNI dan } IR
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b Orang Asmg
 {2) Pelayanan Pencatatan Sipil bag1 Orang Asmg sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, mehputl
~a. pemegang izin kunjungan '
b. pemegang izin tlnggal terbatas; dan

C. : pemegang izin tinggal tetap.

| ‘Paragr'a-f 2

Pencatatan Kelahiran

v _ Pasal 28 v
(1) Pencatatan kelah1ran “WNI harus memenum persyaratan‘
N ,sebagal berikut: ' ’

" a. surat keterangan kelahxran

b buku nikah/ kutlpan akta perkaWinan atau bukti lain yang-

sah;
c. KK; dan
d. KTP-el.

(2) Pen_c‘atatan kelahiran WNI bagi anak‘ yang baru lahir atau baru
ditemukan, dan tidak diketahui asal usulriya atau keberadaan
orang tuanya harus mémenuhi péi"syératan berita acara dari -

; Kepolisian. - | _ |

}(3‘) Pencatatan kelahxran WNI bag1 anak yang tidak dxketahux asal_

~usulnya atau keberadaan orang tuanya selam sebagalmana‘

| dimaksud pada‘ayat (2) harus' melampirkan surat pernyataan
tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahxran dengan
diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

(4)  Penduduk dapat membuat surat penyataan tanggung 3awab

mutlak atas kebenaran data dengan d1ketahu1 oleh 2 (dua) .

saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
b, tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau
" bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam KK

 menunjukkan sebagai suami istri. -



(5)

(6

@

16.

Pencatatan kelahlran ‘WNI yang bertempat tinggal di luar

wilayah Negara Kesatuan Repubhk Indonesia yang sedang

berkunjung ke Indone31a, harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut: ' |

a. surat keterangan kelahxran,

b. buku mkah/kutlpan akta perkawman atau - bukti
'mkah/perkawman lainnya; dan '

c. Dokumen Perjalanan Repubhk Indonesia '.vdan/atau

Dokumen Perjalanan orang tua; atau »

d. surat keterangan pmdah luar negen

Pencatatan kelahiran Orang Asmg sebagalmana dxrnaksud
dalam Pasal 27 ayat (2), harus memenuh1 persyaratan sebagal
berikut:

a. SUrat keterangan kélahiran;

b, Dokumen Perjalanan dan

c. KTP- el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tlnggal

terbatas atau visa kunjungan.

o '~ Pasal 29 v , v
Kelahlran WNI di luar wilayah Negara ‘Kesatuan Repubhk.
Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik |
Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang bérWenang di
Negara setempat ‘dengan memenuhi persyaratan ) sebagai
berikut: o S |

a. kutxpan akta kelahiran anak dan Negara setempat dan:

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Dalam  hal Negaraﬂ setempat - tidak menyelenggarakan |

pencatatah kelahiran bagi' Orang Asmg, pencatatanvkelamran

WNI - dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia,

dengan memenuhi peréyaratan sebagai berikut:

a. keterangan kelahlran dari 1nstan31 yang berwenang di
Negara setempat; | | .

b. Dokumen Perjalanan Repubhk Indonema orang tua; dan

c. buku nikah /kutipan akta perkawman atau bukti lain yang

sah.
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Paragraf 3

‘ Pencatatan Lahir Mati -

Pasal 30

Pencatatan lahlr mati dilaporkan oleh penduduk harus memenuhi

persyaratan sebaga1 berlkut

:_"a.

b.

(2)

surat keterangan lahir mat1 atau
pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak

memiliki surat keterangan lahlr mat1

Paragraf 4

‘Pencatatan Perkawinan

v , Pasal 31
Pencatatan perka\mnan Penduduk WNI di wilayah Negara ‘
Kesatuan Republik Indonesua harus memenuh1 persyaratan
sebaga1 berikut: ' _ -

a. surat keterangan telah terjadinya perkawman dari pemuka
agama atau penghayat kepercayaan terhadap 'I‘uhan ‘Yang

- Maha Esa;

b. pasfqto berwarna suami dan istri;
c. KK o o ,

d. KTP-el;

e.

bagi janda atau duda' ‘karena 'cerai mati dengan
' melamplrkan akta kematlan pasangannya dan -
f. bag1 janda atau duda karena cerai hxdup dengan
melamplrkan akta perceralan
Pencatatan perkawman Orang Asingk‘ di wilajrah Negaira
Kesatuan Repubhk Indones1a harus memenuh1 persyaratan »
sebagai berikut: ' , |
a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka
agama atau penghayat kepercayaan térhadap Tuhan Yang
Maha Esa; |
b. pasfoto bgrwarna suami dan istri;
| Dokumen Perjalanén; . |
d. surat keterangan témpat tiﬁggal bagi pemegang izin tinggal
terbatas; o | |
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'c. KK}
f. KTP-eI dan

- g. Izin dari Negara atau perwakllan negaranya

o Pasal 32 S
' ”(1) Perkawman WNI di luar w1layah Negara Kesatuan Republxk .
Indonesia wayb dilaporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesia setela"h dicatatkan;pada instansi yang befwenang di ”
Negara setempat dengan memenuhi pe‘rsyaratari‘ sebagai
berlkut o

a. kutlpan akta perkawinan dari Negara setempat; dan -

b. Dokumen Perjalanan Republik Indone31a suami dan lstr1

. (2) Dalam hal Negara setempat txdak ‘menyelenggarakan

 pencatatan perkawinan bagi Orang ‘Asing, pencatatan
~ perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan
memenuhi persyaratan sebagal berxkut
a. surat keterangan telah terjadmya perkawman dar1 pernuka |

' gama atau penghayat kepercayaan terhadap ’I‘uhaanang
Maha Esa; dan | “ |

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

) Pasal 33 ‘ ,

Perkawinan WNI di luar w1layah Negara Kesatuan Republlk'
- Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Pasal 32 wapb dxlaporkan .
ke D1sdukcap1] dengan memenuh1 persyaratan sebagai berikut: ‘
a, bukti pelaporan perkawinan dari Perwak;lan Republik
Indonesia; dan - ’ | o |

b. kutipan akta perkawinan.



(1)
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, R Pasal 34
Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar w11ayah Negara}f
Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada mstansx_.
yang berwenang__di Negara seternpat wajib dilaporkan kepada
Perwakilan | Republik Indone31a ’dengan‘ memenuhi
persyaratan sebagal berikut: . -
a. kutlpan akta perkawman/ bukt1 pencatatan perkawman

dari Negara setempat;

- b. Dokumen Perjalanan Repubhk Indone31a dan Dokumenv

()

Perjalanan, dan

c. surat keterangan yang menunjukkan dOI‘I’llSlIl atau surat

keterangan pindah luar negeri.

}Dalam ‘hal Negara setempat tidak rhenyelenggarakan

'pencatatan perkawman bagi Orang Asing, pencatatan

perkavwnan WNI dengan Orang Asmg sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Repubhk

Indonesia, denga_n memenuhi persyaratan sebagai berikut:

‘a. surat kéterangan terjadinya perkawinan di Negara

setempat : , , ,
b. Dokumen Perjalanan Repubhk Indonesxa dan Dokumen,

Per_;alanan dan

c. surat keterangan yang menunjukkan domlslh atau surat

| keterangan pmdah luar negen

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

PasaiA 35

Pencatatan pembatalan perkawin}van penduduk harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

.a.

salman putusan pengadllan yang telah mempunya1 kekuatan

hukum tetap;
b. kutlpan akta perkawinan;
c. KK;dan :

d. KTP-el.



' persyaratan sebaga1 berlkut

Ty kut1pan akta perkawman tidak d1m111k1 disertai alasan sesua;‘f SR

) Negara setempat waﬂb dllaporkan kepada perwakllan Repubhkjf

Paragraf 6

Pencatatan Perceralan R

Pasal 36

Pencatatan perceraian d1 Wllayah Daerah harus memenuh1 : _:

_":a sahnan putusan pengadllan yang telah mempunyau
f'“?kekuatan hukum tetap; e '
- b. "kutlpan akta perkawmah
| “ | '}'c;}'"b'KK dan o

. KTPel S R
‘ j,f';Dalam hal pemohon tldak dapat menyerahkan kutlpan akta
perkawman sebagazmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b o

pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakanf’_f:"':” :

L dengan ketentuan peraturan perundangfundangan‘

PasaI 37

A"Percerauan WNI d1 luar wﬂayah Negara Kesatuan RCPUbllk?j‘i"”-

(1)

T _Indonesza yang dﬁakukan pada 1nstans1 yang berwenang di - o

Indonema dengan memenuhl persyaratan sebagm berlkut

o g ..kutlpan akta perceralan /1 bukt1 pencatatan perceralan darl -

f»Negara Setempat

b ,"‘Dokumen Perjalanan Repubhk IndoneSIa dan

"j"pencatatan» péfCeréi'ah' bag1 - Orang Asmg, pencatatan';_v*ﬁ ‘

c. surat keterangan yang menunjukkan dormsxh atau surat '

‘keterangan pmdah luar negen

Dalam hal Negara s_e'_;empat tldak menyelenggarakan"ﬁ”f}-

-,‘vperceralan WNI dllakukan pada Perwakﬁan‘ Repubhk R

‘Indonema dengan memenuhl persyaratan sebagal benkut

a. Dokumen yang sah tentang terjadmya perkawman di -

" Negara setempat

Bf"f‘Kuhpan »akta perkawman' atau bukt1 pé_ncatatahlv

S perkawman, dan o



i
I

(3)

Dokumen Perjalanan Repubhk Indonesm atau suratv"“‘:

keterangan pmdah luar negem suam1 1str1 yang telah j.

bercera1

Dalam hal pemohon tldak dapat menyerahkan kut1pan akta;- -

' perkawman atau buktz pencatatan perkawman sebagalmana

’d1maksud pada ayat (2) huruf b pemohon membuat surat"i,‘ ’

- pernyataan yang menyatakan kutlpan akta perkawman tldak :

" d1m111k1 dlSCI’tal alasan sesua1 dengan ketentuan peraturan

v,perundang undangan S

[oa

e hukum tetap,

I

Paragraf 7

o Pencatatan Pembatalan Perceralan

Pasal 38

-v':':Pencatatan pembatalan percera1an harus memenuh1 persyaratan .
"::»sebagal benkut ' ' L . o

salman putusan pengad11an yang telah mempunya1 keputusan

, }' Kutxpan akta percereuan
c. KK;dan  . R
. KTPel.

Paragraf 8

R Pencatatan Kematlan

B Pasal 39

Pencatatan kematlan d1 w11ayah Daerah harus memenuhl,

- persyaratan sebagal benkut

N a. surat kematxan dan - ,
b Dokumen Per}alanan Repubhk Indones1a bag1 WNI bukan ) |
EEE _  Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asmg o

Surat Kematlan sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf a .

v mehput1

o a. surat kematlan dan dokter atau Kepala Desa/ Lurah

b.” surat keterangan Kepol131an bag1 kematlan seseorang yang-:, }

tldak jelas 1dent1tasnya R



S c salman penetapan pengadllan bag1 seseorang yang t1dak:’ o

S d. surat pernyataan kematian dan maskapa1 penerbangan fo

jelas keberadaannya karena h1lang atau matz tetap1 tldak el

_ dltemukan Jenazahnya

._bagl seseorang yang t1dak Jelas keberadaannya karena,;};:.‘,;,;.,. .

| hﬂang atau mat1 tetap1 t1dak d1temukan Jenazahnya sesua1- o

 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau .

_‘-e. 'ﬂ.,vsurat keterangan kemat1an dari Perwakllan Repubhk

e o IndonCSIa bagl penduduk yang kematlannya d1 luar wﬂayah o

' '.jfj(jl)'v}
o j"_f_Repubhk Indones1a yang dllakukan pada mstan31 ‘yang

berwenang d1 Negara setempat Wajlb dﬂaporkan kepada_fvjv},‘:[:gf,

Negara Kesatuan Repubhk lndone51a

Pasai 40

»Pencatatan Kemanan WNI dx Iuar wx[ayah Negara Kesatuani

‘,",}‘}Perwakllan Repubhk ' IndoneSIa : dengan memenuh;»";:

BN 'persyaratan sebageu berlkut

"':a.fbkutlpan akta kemat:an/buktx pencatatan kematlan dan o

o Negara setempat

b :_Dokumen Per_talanan Repubhk Indonesm, dan ‘ e

¢ surat Keterangan yang menun_]ukkan dormsﬂl atau surat

L »pencatatan kematlan bag1 Orang Asmg, pencatatan kematlan R

s WNI dﬁaksanakan pada Perwakllan Repubhk Indonesm 1-- R

' -keterangan pmdah luar negem

Dalam “hal Negara setempat tldak menyelenggarakanvf\v'

e dengan memenuh1 persyaratan sebaga1 ber1kut

K a. : surat keterangan kematlan darl 1nstan31 yang berwenang d1 B

negara setempat

b Dokumen Perjalanan Repubhk Indonesxa dan R

- c surat. Keterangan yang menun;ukkan dom1S111 atau surati

keterangan pmdah luar negen



Pencatatan pengangkatan anak d1 Wllayah Negara Kesatuanfﬁ .

a.

- ,o';c'

i luar Wllayah Negara Kesatuan Repubhk Indonema dllakukan RE

Paragraf 9

Pencatatan Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 4 1

Repubhk Indonesm harus memenuh1 persyaratan sebagal berlkut o

sahnan penetapan pengadllan

‘kutlpan akta kelah1ran anak ; :‘- En 3 S
| ,KK orang tua angkat S
. '»KTP—el dan / atau

o Dokumen perjalanan bagl orang tua angkat Orang Asmg

Pasal 42

}Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asmg Oleh WNI e

o pada mstanm yang berwenang d1 N egara setempat

: (‘2»})

Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asmg oIeh WNI" S “

. "sebagaumana d1maksud pada ayat (1), wajib dllaporkan kepada :

E l -Perwakllan Republlk Indonesm dengan memenum persyaratan |
- ‘_a-fi'bukﬂ pencatatan pengangkatan anak dan . N egai'é,

b kutlpan akta kelahiran /bukt1 kelahzran anak warga Negara }, '- ‘ L

B sebaga1 berlkut

o setempat

asing; dan

L ",A.:fc.”,Dokumen Perjalanan Repubhk Indones1a orang tua angkat R
Rt »pencatatan peng,angkatan anak Warga Negara Asmg oleh WNI,

“Da]am hal Negara> setempat t1dak menyelenggarakan‘  "11  .

pencatatan dllakukan pada Perwakllan Repubhk Indone31a

f}fdengan memenuhl persyaratan sebaga1 berlkut

a_.’ salman penetapan pengadllan atau surat keterangan"

b kutlpan akta kelahxran / buktl kelahlran anak warga Negarai "

L :pengangkatan anak sesua1 ' ketentuan dar1 Negara o

B setempat

"asmg, dan

. ) g c vv?Dokumen Pergalanan Repubhk Indonema orang tua angkat



2.

(4) Selain pérsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), pencatatan pengangkatan anak- Warga Negara Asmg
oleh WNI harus memenuhn persyaratan sebagai berikut: |
a. memperoleh persetujuan tertuhs dari Pemerintah Repubhk:
' Indonesia; dan ' |

b. - memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Négara

" asal anak.

Pasal 43

Pencatatan pengakuan anak dalam wﬂayah Daerah harus

memenuhi _persyaratan sebaga1 berikut:

a'

o0 A0

M

@

surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yangv
disetujui ibu kandung atau penetapan pengadllan mengenax
pengakuan anak Jjika 1bu kandung Orang Asmg,

surat keterangan telah terjadlnya perkawman dari pemuka‘
agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang”
Maha Esa; . '
kutipan akta kelahiran anak;
KK éyah’atau ibu;

KTP-el; atau

Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 44 »
Pencatat‘anv pengesahan anak bagi penduduk WNI di wilayah
Daerah harus memenuhi p'er's'yaratan sebagai berikut:
a. kutipan akta kelahiran; _ | |
b. ‘kutipari akta perkawinain yang menerangkan terjadinya
‘ perxstlwa perkawman agama atau kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahlran anak;
c.- KK orang tua dan
d. KTP-el. |

:Pencata-tan pengesahan anak bagi ’Pendud}ukv Orang Asing di

wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 'kutlpan akta kelahiran; o ‘

b.‘ kutlpan akta perkawman yang menerangkan terjadmya
peristiwa perkawman agama atau kepercayaan terhadap

'I‘uhan.Yahg Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
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C.. KK orang tua dan

d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

(1)

Pasal 45 |
Pencatatan péhgakilan anak Penduduk di wilayah Daerah yang

dilahirkan diluar pe‘rkawinan' yang sah menurut hukum agama

 atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukar;

(1)

Pencatatan pembahan nama. penduduk harus memenuhi

berdasarkan penetapan pengadilan.
Pencatatan atas - pengakuan anak Penduduk sebagaimana
dimaksud}pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan

pinggif pada register akta kelahiran maupun pada kutipan

~akta kelahiran dan/ atau - mencatat “pada reglster akta

pengakuan anak dan menerbltkan kutlpan akta pengakuan

anak.

Pasal 46

Pencatatan pengesahan anak ‘penduduk di Daerah ‘yang

dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan

- yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap

‘Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan pene:tapan
, - pengadilan. B ' | |
@

Pencatatan atas pengesahan anak sebagaxmana dlmaksud
pada ayat (1) dllakukan dengan membuat catatan pinggir pada
register akta kelahiran m‘aupun' pada kutipan akta kelahiran
dvan/ atau mencatat pada_ regiétér'akta pengakuan anak dan

menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

~ Paragraf 10

Pencatatan Perubahan Nama

'Pasal 47

persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

c.
d.

salinan penetapan pengadllan negerl
kutlpan akta Pencatatan Slpll

KK | .
KTP-el; dan -




e.

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara .

asing menjadi WNI di wilayah Daerah, harus memenuhi

%6
Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 11

Pencatatan Status Kewarganegaraan

Pasal 48

persyaratan sebaga1 benkut

a.

o o o T

8

@

- (3)

Petlkan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan

berita acara pengucapan sumpah janji setia atau Petlkan :

Keputusan Menteri yang menyelenggarakan  urusan

Pemerintahan di bidang hukum tentang Perubahan Status

Kewarganegaraan;
kutipan akta pencatatan sipil;
KTP-eI; dan

‘Dokumen Perjalanan.

- Pasal 49
Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan

campuran dicatatkan pada reglster akta kelah1ran dan kutipan

- akta kelahlran sebaga1 WNI.

anak yang telah -memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak

»berkewarganegaraan ganda dari Instansi yang membidangi

-keimigrasian atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan

cavtatan pinggir pada akta kelahirah berstatus WNI dan warga

..Negara asing oleh Disdukcapil atau Perwakﬂan Republik
~Indonesia. |

,Anak berkewarganegaraan ganda yang memlhh men_]adl WNI ‘

wa_ub melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Repubhk
Indonesxa untuk dlbuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran
berstatus WNI. '




: : (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memlhh menjadl Wargai R
. j:Negara asmg Wajlb melapor ke Dlsdukcapll atau Perwakllanx.».,» .

“ }’Repubhk Indonema clengan ' menyerahkan surat bukti

. penyerahan dokumen kewarganegaraan dan ke1m1gra31an

" serta dlbuatkan catatan pmgglr pada akta kelah1ran berstatus -

o . :_ warga Negara asing.
L6

Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tldak memlllhv
- salah satu kewarganegaraan anak berkewarganegaraan gandaj o

e Wajlb melapor dengan menyerahkan 1zm tmggal tetap ke

B stdukcapﬂ dan d1buatkan catatan pmgglr pada akta kelah1ran o

- "»vberstatus warga Negara asmg

Indones1a sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 49 ayat (3), harus} o

Pasal 50 o

L ,,‘ Pelaporan anak yang telah memlhh kewarganegaraan Repubhk*

memenuh1 persyaratan sebaga1 berlkut

"a.

f ‘Keputusan Menten yang .menyelenggarakan : umsaﬁvv' o

Pemermtahan d1b1dang hukum tentang Perubahan Status e

”"_Kewarganegaraan, SRR

‘. fkutlpan akta pencatatan 31p11
KK bagi penduduk WNI; dan
K’I‘P el bagx penduduk WNI

Pasal 51

= ‘Perubahan status kewarganegaraan WNI men_]adl vvarga Negara' |
‘asmg d1 luar w11ayah Negara Kesatuan Repubhk Indonesm Wa_]lb ool

'. }’_dllaporkan dan dxcatatkan ke Perwakilan: Repubhk Indonesm

dengan memenuh1 persyaratan sebagm berlkut

| a
Pemrmtahan dlbldang hukum tentang Perubahan Status L

Petlkan Keputusan Menterl yang menyelenggarakan urusanj.’ -

o Kewarganegaraan

. »}‘kutlpan akta pencatatan Slpﬂ dan

' “:Dokumen Perjalanan Repubhk Indones1a o



Paragraf 12

Pencatatan Perlsnwa Pentlng lalnnya |

Pasal 52

(1) Pencatatan Perlsnwa Pentlng lalnnya bag1 Penduduk harus

_ memenuh1 persyaratan sebaga1 berxkut

pentmg !amnya

i ‘ L b.;' kutlpan akta Pencatatan Slpll

¢ KK;dan |
~ d. KTPeel o o o |
B 2 ;-’Pencatatan atas Perlstlwa Pentlng lamnya | sebagalmana )

o dlmaksud pada ayat (1) dllakukan dengan membuat catatan :

.’-kelahlran S

' ' Paragraf 13

Pembetulan dan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Slpll

M L , Pasa153 . oL
I (1) Pembetulan akta pencatatan S1p11 dllakukan pada DlSdukcaplli,

I atau Perwakllan Repubhk Indone31a sesual d0m18111 dengan'_ '

‘atau tanpa permohonan darl subjek akta

a. sahnan penetapan Pengadllan Negen tentang per1st1vva*:’v‘,‘; :}

B - p1ngg1r pada reglster akta kelah1ran maupun pada kutlpan akta' o N

. ':,.,,(2)}V Dalam hal pembetulan akta pencatatan sxpll sebagalmana;;

1 :‘;'_;;: dlmaksud pada ayat (1), dlajukan oleh subjek akta harus_

memenuh1 persyaratan Sebaga1 berxkut |
a }Dokumen autentlk yang menjadl persyaratan pembuatan :
e _' ':-V‘:"akta Pencatatan Slpll dan | E AR
: o b fkutlpan akta Pencatatan Szpll dlmana terdapat kesalahan

= tulls redakswnal

‘ LT e Pasa154 , -
Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan S1p1I bagl Penduduk harus : )

x5 memenuhi persyaratan sebaga1 berlkut

A sahnan putusan pengadllan yang telah mempunyau kekuatan B

hukum tetap, S " : - o
b kutxpan akta Pencatatan Slpﬂ yang dlbatalkan
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o dan Per1st1wa Pentlng yang dlalamlnya kepada Dlsdukcapll

¢. KKjdan =~

Pelayanan

a.

: 'kebenaran dan keabsahan data

-~ dan -

: “?ff Ca.

1ntegras1 keterhubungan data

’-;przbad1
- '?.pengelolaan
‘dlpertanggung]awabkan L

‘dapat beradaptas1 dengan perk

Dlsdukcapll melalu1 persyaratan se

. 'v'verlﬁkam dan Va11da31, .

ot c ":Vperekaman data; dan
d

.';K"I‘P-el,. ,v ITER

BAB I

II

- TATA CARA PENDAF‘TARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL .

Pasal 55

pendaftaran

Pendudluk dan
dlselenggarakan dengan pr1ns1p '

Péri@:atat’aﬁ - sipil

memben kemudahan bagl pengguna dan masyarakat

|
vmemﬂlkl 81stem verxﬁkam da1

N vahda31 untuk memastlkan
Penduduk |

data yang

eﬁ31endanefekt1f o

Pasal

pelaporan,. o

© akurat,

'mstan31 terkalt dengan tetap menghormau kerahaSIaan data»_ .

valid, dan .aapa_t .

embangan teknolog1 mformasx,. o

- 56 ,. |
- _'5 Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Slpll pada S

bagal berlkut

. ’pencatatan dan/ atau penerbltan dokumen

Pasal 57 .

WNI yang berada di luar wﬂayah Repubhk Indone31a wajib e

Q‘Setlap penduduk wapb melaporkan Per1st1wa Kependudukan .

melaporkan Perlstlwa Kepen udukan dan Per1st1wa Pentmg .

; | yang dlalamlnya kepada DlSd kcap11

antar 1nstan31 dan/atau lmtas IR



o

Pelaporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1] dan ayat (21)" o

’dapat d1laksanakan secara

R ; a. manual dan/atau '_

ilvb darmg (onlzne)

Pasal 58

| ,?‘Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sxpﬂ -

| dllaksanakan melalul SIAK.

R 'f(1')

L Repubhk Indone81a tldak mampu melakukan pelaporan sendm AR

:» sIAK sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus memlllkl‘v_. :v

s aphkas1 pelaporan darmg (onlme)

Pasal 59

Dalam hal Penduduk WNI dx luar W11ayah Negara Kesatuan:f..‘f

o ,_,_fdalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Slpll»bv

dapat dlbantu oleh Dlsdukcapﬂ dan- Perwakllan Repubhk"iv |

o v Indone51a atau memmta bantuan kepada orang lam

Kondisi t1dak mampu sebaga1mana dimaksud pada ayat (1)',',}:_,

f’:",mehputl pertnnbangan umur saklt keras cacat ﬁs1k atau .

ERE cacat mental

"sv‘Pemberlan bantuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesueu |

o Zdengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a.

Pasal 60

| -‘,v"‘vUntuk mendukung kebljakan kemudahan dalam Pelayanan“ o
‘vPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Slp1l maka v '
| :;_Dlsdukcapll berkoordmasx dengan - Dlsdukcapﬂ |
»"V'-Kabupaten / Kota lam dalam memberlkan pelayanan, dan e
v 3D1sdukcap11 berkoord1nas1 dengan 1nstan31 terkalt d1 Daerah o

S dalam pelayanan
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R o Pasal 61
Untuk efektmtas pelayanan pencatatan kelah1ran dan
kematxan, Dlsdukcapll bekerja sama dengan rumah saklt

puskesmas, klinik, b1dan praktek mand1r1 bidan Desa serta

Pemerlntah Desa/ Kelurahan dan pelayanan kesehatan untuk

menyedlakan pelayanan daring (online).

Untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana yang dimaksud

ayat (1), maka Di'sdukcapil;menyelenggarakan pelayanan:

a. Pelayanan = Online melalui
hftﬁ: // loket99.disdukcapil karanganyarkab.go.id;

b. 'pelayanan three in oné 1 {satu) permohonan mendapatkan
3 (tiga) dokumen ya:tu akte kelahzran kartu keluarga, dan
kartu 1dent1tas anak (KIA),

c. E-LAHIR layanan akte kelahiran dengan prosedur cepat

melalui whatsapp; dan

. d. E-SEMPURNA, layanan akte kematian dengan prosedur

cepat melalul whatsapp.

Pasal 62

' D1sdukcap11 melaksanakan penylmpanan secara digital data dan

DokumenAKependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

_ (1‘)‘

: 2

)

B , , Pasal 63 o

Dlsdukcapll Wa_]lb melaksanakan pengukuran indeks kepuasan
masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali melalui metode
penyebafan , kuisioner/daftar , pertanyaan kepada
‘masyarakat/penduduk  yang mendapatkan pelayanan
Administrasi Ké'pendudu'i‘{ari di Disdukcépil.

Indeks kepﬁasan ~ masyarakat yang

: 'diumumkan/dipublikas_ikan ~di papan pengumuman di

Disdukcapil.

| | Pasal 64
Pelaporanv Pe_ristiWa Kependudukan dan Peristiwa Penting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang telah melampaui
batas wakty, dikenai sanksi administratif berupa’ teguran

‘lisan/tertulis dan denda administratif.
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Denda admlmstratlf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan terhadap Penduduk WNI dan/atau Orang Asmg, e

yang:

- a. 'memxhkl izin tmggal tetap yang bepergian tidak membawa

KTP-el atau ,
b. memiliki izin tmggal terbatas yang bepergian tidak
_ membawa surat keterangan tempat tmggal
'sesuax dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai adm1mstras1 kependudukan

"BABIV
~ KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

| Dalam hal terjadi peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asing

'yang tidak memiliki dokumen kéimigrasian dalam wilayah Daerah

dapat dlterbltkan surat keterangan oleh D1sdukcap11 %esual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

.(vl)-

@

w

Pasal 66
Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau
selama perkawinan termasuk pefubahan dan pencabutannya
dépat dicatatkan pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik
Indonesia dengan melamplrkan akta perjanjian perkawinan.
Akta perjanjian perkawman sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) dibuat dengan akta notaris.

|  BABV
KETENTUAN PERALIHAN

v Pasal 67 o v
Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang ”
belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetapi
status hubungan dalam KK rhenunjukkah sébagai suami isteri
dilaksanakank'dengan persyaravtan’surat pefriyataan tanggung
jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani
kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
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(2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang
belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetapi
status hubungan dalam keluarga sebagai suami isteri

dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung

jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani

kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

BAB VI |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dxundangkan

Agar setiap orang '}mengetAahui}nya, memerintahkan pengundangan

- Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

5 vKab'u'paten Karanganyar

Ditetapkan ‘di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI KARANGANYAR,

| ttd.
" JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januan 2019
| P_] SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd. ‘
- SUTARNO ‘
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 4

.Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH =
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,
w0

ZULWQR/ ADIDH

- NIP. 19750311 \99903 1009




